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Abstract  

This article explores the conflict between Land Management Rights (HPL) and Customary 
Rights and analyzes its implications in the context of Government Regulation (PP) 18/2021 
in Indonesia. The analytical focus encompasses the origins of the conflict, its details within 
the legal framework, and the identification of root issues that trigger field tensions. The 
research methodology involves legal document analysis, case studies, and interviews with 
relevant stakeholders. The study also evaluates the impact of the implementation of PP 
18/2021 on the conflict and its implications in legal, social, and environmental dimensions. 
The research findings provide crucial insights for policymakers, stakeholders, and the 
community, supporting the understanding of the HPL and Customary Rights conflict and 
seeking sustainable solutions. Critical analysis underscores the necessity for a review of 
existing regulations to accommodate the traditional rights of local communities, preserve 
environmental sustainability, and reduce the potential for conflict within a more inclusive 
legal framework. 
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertentangan antara Hak Pengelolaan Lahan 
(HPL) dan Hak Ulayat serta menganalisis dampaknya dalam konteks Penyelenggaraan 
Pemerintahan (PP) 18/2021 di Indonesia. Fokus analisis mencakup asal-muasal konflik, 
rinciannya dalam kerangka hukum, dan identifikasi akar permasalahan yang memicu 
ketegangan lapangan. Metode penelitian dilakukan melalui analisis dokumen hukum, studi 
kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Penelitian juga mengevaluasi 
dampak implementasi PP 18/2021 pada konflik tersebut, serta implikasinya dalam dimensi 
hukum, sosial, dan lingkungan. Temuan penelitian memberikan wawasan krusial bagi 
pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, mendukung pemahaman 
konflik HPL dan Hak Ulayat, serta mencari solusi berkelanjutan. Analisis kritis menyoroti 
perlunya peninjauan ulang regulasi eksisting untuk mengakomodasi hak-hak tradisional 
masyarakat setempat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengurangi potensi konflik 
dalam kerangka hukum yang lebih inklusif. 
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PENDAHULUAN  

Konflik antara Hak Pengelolaan 

Lahan (HPL) dan Hak Ulayat adalah 

permasalahan yang kompleks dan 

mendalam yang telah lama menjadi fokus 

perhatian di Indonesia. Untuk memahami 

konflik ini lebih mendalam, kita dapat 

merujuk pada beberapa penelitian yang 

telah menggali akar permasalahan ini. 

Penelitian oleh Omaira (Bolanos, 

2014) mencatat bahwa konflik tersebut 

sering kali berkembang karena adanya 

perbedaan pandangan dan kepentingan 

antara pemegang HPL, yang sering kali 

merupakan perusahaan swasta atau 

entitas komersial, dan masyarakat lokal 

yang mengklaim Hak Ulayat. Konflik 

semacam ini mencakup pertikaian terkait 

dengan hak kepemilikan tanah, akses ke 

sumber daya alam, serta kontrol atas 

pengelolaan lahan. Perbedaan dalam 

pemahaman hak-hak ini dan bagaimana 

mereka diatur oleh hukum seringkali 

menjadi pemicu utama konflik. 

Selanjutnya, penelitian Derek 

(Hall, 2013) menyoroti bahwa konflik 

antara HPL dan Hak Ulayat bukan hanya 

terbatas pada Indonesia tetapi juga 

merupakan tantangan global. Mereka 

menekankan bahwa isu konflik ini 

mengakar dalam perbedaan antara sistem 

hukum formal (HPL) dan tradisional (Hak 

Ulayat) yang seringkali tumpang tindih. 

Hal ini menciptakan ketidakpastian 

hukum dan seringkali mengakibatkan 

perselisihan yang rumit. Di Indonesia, 

penelitian oleh Ginting Darwin (Ginting, 

2011) menunjukkan bahwa konflik 

semacam ini memiliki dampak sosial yang 

signifikan, terutama pada masyarakat 

adat. Konflik tersebut seringkali 

merugikan masyarakat adat dan 

mengancam hak-hak tradisional mereka 

atas tanah dan sumber daya alam. Ini 

memunculkan pertanyaan tentang 

keadilan sosial dan perlindungan hak-hak 

masyarakat adat. 

Selain itu, penelitian oleh Erwin 

Syahrudin dkk (Nugroho & Syahruddin, 

2021) menyoroti dampak konflik antara 

HPL dan Hak Ulayat pada keberlanjutan 

lingkungan dan pertanian. Mereka 

menekankan bahwa konflik semacam ini 

dapat mengancam keberlanjutan 

lingkungan dan pertanian yang 

berkelanjutan. Keseimbangan antara 

pengelolaan sumber daya alam dan 

pertanian dengan hak-hak tradisional 

masyarakat menjadi isu yang kompleks. 

Terakhir, penelitian oleh Suraya 

dkk (Afiff et al., 2005) memberikan 

wawasan sejarah tentang perkembangan 

konflik tanah di Indonesia. Artikel ini 

membantu memahami akar sejarah dari 

konflik ini yang berkembang hingga saat 

ini dan mengapa konflik antara HPL dan 

Hak Ulayat telah menjadi isu yang 

berkelanjutan. Benang merah yang dapat 

ditarik dari penelitian-penelitian tersebut 

adalah adanya konflik antara Hak 

Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat 

yang merupakan isu global yang 

berkembang di banyak negara, termasuk 

Indonesia. Konflik ini sering kali muncul 

karena adanya perbedaan dalam 

pemahaman hak kepemilikan tanah, akses 

ke sumber daya alam, dan kontrol atas 

pengelolaan lahan. Ini juga dipengaruhi 

oleh tumpang tindih antara sistem hukum 

formal (HPL) dan tradisional (Hak 

Ulayat), yang menciptakan ketidakpastian 

hukum. Konflik ini berdampak sosial, 

terutama pada masyarakat adat yang 

seringkali menjadi pihak yang merugi, 

serta menimbulkan pertanyaan tentang 

keadilan sosial dan perlindungan hak-hak 

masyarakat adat. Selain itu, dampak 

konflik ini juga merambah ke sektor 

lingkungan dan pertanian, mengancam 

keberlanjutan kedua sektor tersebut. 

Menyadari akar sejarah konflik tanah di 

Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh 

penelitian Suraya dkk(Afiff et al., 2005), 

membantu memahami mengapa konflik 

ini menjadi isu yang berkelanjutan dan 



3 

 

penting untuk dikaji lebih dalam. 

Kesimpulannya, konflik antara HPL dan 

Hak Ulayat bukan hanya menjadi 

tantangan hukum, tetapi juga memiliki 

implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan 

yang perlu dianalisis dan diatasi. 

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan 

Hak Ulayat adalah dua aspek penting 

dalam konteks kepemilikan tanah di 

Indonesia. HPL adalah bentuk hak atas 

tanah yang memberikan hak kepada 

individu atau badan hukum untuk 

mengelola dan memanfaatkan tanah 

selama jangka waktu tertentu (Wulandari 

et al., 2020). Di sisi lain, Hak Ulayat 

adalah hak masyarakat hukum adat atas 

tanah dan sumber daya alam yang terkait 

dengan wilayah tertentu (Irvan & 

Kadaryanto, 2021). 

Pertentangan antara HPL dan Hak 

Ulayat sering kali muncul karena 

keduanya memiliki klaim atas tanah yang 

sama. Masyarakat adat menganggap 

tanah tersebut sebagai bagian dari tradisi 

dan budaya mereka, sedangkan 

pemerintah memberikan izin HPL kepada 

pihak lain untuk kepentingan komersial 

atau pengembangan. Hal ini telah menjadi 

sumber konflik yang melibatkan 

masyarakat adat, pemerintah, dan pihak 

swasta (Deviandari et al., 2021; Yarsina, 

2018). 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 (PP 18/2021) menjadi titik 

sentral dalam perdebatan ini. PP 18/2021 

mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi ini, 

terdapat upaya untuk mengklarifikasi 

hak-hak atas tanah, termasuk HPL dan 

Hak Ulayat. Namun, implementasi PP 

18/2021 dan bagaimana dampaknya 

terhadap hubungan antara HPL dan Hak 

Ulayat masih menjadi subjek perdebatan 

yang intens.  

Diantaranya dalam penelitian 

Yubaidi (Yubaidi, 2020) dan McWilliam 

(McWilliam, 2006) dimana Kedua artikel 

ini berkaitan dengan masalah kepemilikan 

tanah di Indonesia, meskipun 

pendekatannya dan fokusnya mungkin 

berbeda. Yang satu berfokus pada regulasi 

kepemilikan tanah di masa depan, 

sementara yang lainnya menyajikan sudut 

pandang sejarah tentang hak tanah adat. 

Adapun penelitian Sihombing 

(Sihombing, 2023), mengkaji praktik-

praktik mafia tanah di Indonesia. 

Penelitian  Rahadiyan(Rahadiyan Veda 

Mahardika et al., 2022) membahas 

permasalahan hak keperdataan dan 

tumpang tindih lahan hak guna usaha. 

Data-data dari studi tersebut 

menunjukkan bahwa konflik terkait tanah 

masih berlanjut di beberapa wilayah di 

Indonesia, meskipun upaya regulasi telah 

dilakukan. Ini menggambarkan betapa 

pentingnya penelitian lebih lanjut untuk 

memahami implikasi PP 18/2021 

terhadap konflik tanah yang 

berkelanjutan. 

Dari beberapa penelitian diatas, 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa,  

penelitian Yubaidi dan McWilliam tentang 

regulasi kepemilikan tanah di Indonesia 

yang difokuskan pada masa depan dan 

sejarah hak tanah adat bisa memberikan 

latar belakang historis dan hukum yang 

relevan untuk memahami dinamika saat 

ini sehubungan dengan konflik antara 

HPL dan Hak Ulayat. Ini dapat membantu 

dalam memahami bagaimana peraturan 

baru, seperti PP 18/2021, mungkin 

mencoba mengatasi masalah-masalah 

tersebut yang telah ada sejak lama. 

Penelitian Sihombing tentang praktik 

mafia tanah di Indonesia dapat 

memberikan wawasan tentang 

permasalahan praktis yang mungkin 

muncul dalam kasus konflik antara HPL 

dan Hak Ulayat. Hal ini dapat membantu 

dalam mengidentifikasi implikasi praktis 

dan realitas dalam penanganan konflik 

tersebut.  

Penelitian Rahadiyan tentang hak 

keperdataan dan tumpang tindih lahan 
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hak guna usaha juga dapat menjadi 

relevan, terutama jika PP 18/2021 

berdampak pada tumpang tindih hak 

tanah yang lebih luas di Indonesia. 

Penelitian ini dapat membantu dalam 

memahami bagaimana regulasi baru 

tersebut berinteraksi dengan peraturan 

yang ada dan apa implikasi konkretnya 

dalam situasi tumpang tindih ini. Dengan 

mengkaitkan temuan dan informasi dari 

penelitian-penelitian tersebut dengan 

"Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan 

(HPL) dan Hak Ulayat: Implikasi PP 18 

tahun 2021," peneliti dapat 

mengidentifikasi apa yang baru dan unik 

dalam penelitian ini, yang terletak pada 

pemahaman komprehensif Anda tentang 

sejarah, permasalahan praktis, dan 

implikasi yang mungkin muncul dalam 

konflik antara HPL dan Hak Ulayat dalam 

konteks PP 18/2021. 

Meskipun upaya regulasi telah 

dilakukan, data dari studi-studi tersebut 

menunjukkan bahwa konflik terkait tanah 

masih berlanjut di beberapa wilayah di 

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk memahami implikasi PP 

18/2021 terhadap konflik tanah yang 

berkelanjutan. Dengan merinci sejarah, 

permasalahan praktis, dan implikasi 

regulasi baru, penelitian ini akan 

mengidentifikasi apa yang baru dan unik 

dalam dinamika konflik antara HPL dan 

Hak Ulayat dalam konteks PP 18/2021. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengadopsi 

pendekatan kualitatif dengan desain 

penelitian hukum (legal research). Fokus 

utama adalah konflik antara Hak 

Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat, 

serta implikasinya terkait Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 

18/2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah. Unit analisis 

melibatkan pemahaman mendalam 

tentang konflik ini. 

Data primer diperoleh melalui 

peraturan perundang-undangan, 

dokumen kebijakan, laporan publik, dan 

pandangan pemangku kepentingan 

terkait. Data sekunder mencakup literatur 

hukum, studi kasus, dan putusan hukum 

yang relevan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pencarian dan analisis 

dokumen serta tinjauan literatur. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif dengan 

menerapkan metode analisis hukum dan 

kebijakan. Pendekatan ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi konflik, 

persamaan, perbedaan, dan dampak 

antara HPL, Hak Ulayat, dan PP 18/2021. 

Prinsip-prinsip etika penelitian, seperti 

integritas, objektivitas, dan kerahasiaan 

data, menjadi landasan utama selama 

penelitian ini. Penelitian dilaksanakan 

dengan itikad baik tanpa adanya 

kepentingan yang bias. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai kerangka 

hukum yang mengatur Hak Pengelolaan 

Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia 

menyoroti kompleksitas konflik ini, 

khususnya dalam ranah hukum agraria 

dan kepemilikan tanah. Sebelum 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021), 

sejumlah regulasi telah memengaruhi 

kedua konsep ini, menciptakan kerumitan 

dalam implementasinya. HPL, sebagai 

konsep yang mengatur hak pemanfaatan 

tanah, seringkali terkait dengan 

perusahaan swasta atau entitas komersial 

yang bertujuan ekonomi, seperti 

pertanian, perkebunan, atau proyek 

investasi (Harris et al., 2021; Made Putri 

Laras Sapta Ananda et al., 2022; Putu et 

al., 2021; Zakaria, 2022). Hak Ulayat, 

sebagai hak tradisional masyarakat adat 

terhadap tanah dan sumber daya alam, 

sering diatur oleh adat dan sistem hukum 

tradisional yang dapat bertentangan 

dengan kerangka formal HPL, memicu 

konflik terutama akibat kejelasan regulasi 
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sebelum PP 18/2021, menghasilkan 

ketidakpastian hukum (Alviola & Silviana, 

2023; Hakim, Arif Rahman, 2021; 

PriaDharsana & NyomanPutuBudiartha, 

2021; Republik Indonesia, 2021). 

Dalam konteks kerangka hukum 

yang ada, masyarakat adat sering kali 

kehilangan akses dan kendali atas tanah 

dan sumber daya alam tradisional mereka, 

terutama karena dominasi perusahaan 

swasta atau entitas komersial pemegang 

HPL. Hal ini menciptakan konflik, 

terutama ketika perusahaan tersebut 

memanfaatkan tanah dan sumber daya 

alam yang juga menjadi klaim Hak Ulayat 

oleh masyarakat adat. "Dengan 

diberlakukannya PP 18/2021, ada upaya 

untuk menyusun kerangka hukum yang 

lebih jelas mengenai HPL dan Hak Ulayat 

serta dampaknya terhadap masyarakat 

adat dan lingkungan. PP 18/2021 

mencoba memadukan konsep HPL dan 

Hak Ulayat serta memberikan panduan 

lebih rinci mengenai pengelolaan lahan. 

Namun, perlu dicatat bahwa 

implementasi PP 18/2021 dan bagaimana 

dampaknya terhadap konflik antara HPL 

dan Hak Ulayat serta lingkungan masih 

menjadi subjek penelitian dan perdebatan 

lebih lanjut." (Peneliti) Menurut peneliti, 

kerangka hukum sebelum PP 18/2021 

menciptakan ketidakpastian hukum dan 

konflik, terutama terkait kepemilikan 

tanah, pengelolaan lahan, dan hak-hak 

masyarakat adat. Dengan 

diberlakukannya PP 18/2021, terdapat 

usaha untuk memahami dan mengatasi 

konflik tersebut serta mengatur ulang 

hubungan antara HPL dan Hak Ulayat.  

Pembahasan mengenai kerangka 

hukum yang mengatur Hak Pengelolaan 

Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia 

menyoroti kerumitan konflik, terutama 

dalam ranah hukum agraria dan 

kepemilikan tanah. Sebelum 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021), 

sejumlah regulasi memengaruhi HPL dan 

Hak Ulayat, menciptakan kompleksitas 

dalam implementasinya. 

 

HPL dan Hak Ulayat: Konflik dan 

Regulasi Sebelum PP 18/2021 

HPL, sebagai mekanisme yang 

mengatur hak pemanfaatan tanah, 

seringkali terlibat dengan perusahaan 

swasta atau entitas komersial yang 

bertujuan ekonomi seperti pertanian, 

perkebunan, atau proyek investasi. Di sisi 

lain, Hak Ulayat, hak tradisional 

masyarakat adat terhadap tanah dan 

sumber daya alam, diatur oleh adat dan 

sistem hukum tradisional. Sebelum PP 

18/2021, kejelasan regulasi memunculkan 

ketidakpastian hukum, menciptakan 

konflik yang muncul karena tumpang 

tindih antara kerangka formal HPL dan 

tradisional Hak Ulayat (Alviola & Silviana, 

2023; Hakim, Arif Rahman, 2021; 

PriaDharsana & NyomanPutuBudiartha, 

2021; Republik Indonesia, 2021). 

Dalam kerangka hukum yang ada, 

dominasi perusahaan swasta atau entitas 

komersial pemegang HPL menyebabkan 

masyarakat adat kehilangan akses dan 

kendali atas tanah dan sumber daya alam 

tradisional mereka. Hal ini menjadi 

pemicu konflik, terutama ketika 

perusahaan tersebut memanfaatkan tanah 

dan sumber daya alam yang juga menjadi 

klaim Hak Ulayat oleh masyarakat adat. 

 

Perubahan melalui PP 18/2021: 

Upaya dan Tantangan 

Dengan diberlakukannya PP 

18/2021, ada usaha untuk menyusun 

kerangka hukum yang lebih jelas 

mengenai HPL dan Hak Ulayat serta 

memahami dampaknya terhadap 

masyarakat adat dan lingkungan. PP 

18/2021 berusaha memadukan konsep 

HPL dan Hak Ulayat, memberikan 

panduan rinci mengenai pengelolaan 

lahan. Meski demikian, implementasi PP 

18/2021 dan dampaknya terhadap konflik 

antara HPL dan Hak Ulayat serta 
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lingkungan masih memerlukan penelitian 

dan menjadi subjek perdebatan lebih 

lanjut. 

 

Ketidakpastian Hukum dan Konflik 

Sebelum PP 18/2021 

Menurut peneliti, kerangka 

hukum sebelum PP 18/2021 menciptakan 

ketidakpastian hukum dan konflik, 

terutama terkait kepemilikan tanah, 

pengelolaan lahan, dan hak-hak 

masyarakat adat. Perubahan yang 

dihadirkan oleh PP 18/2021 mencoba 

memahami dan mengatasi konflik 

tersebut serta mengatur ulang hubungan 

antara HPL dan Hak Ulayat. 

 

Implikasi PP 18/2021: Subjek 

Penelitian dan Perdebatan Lebih 

Lanjut 

Meskipun PP 18/2021 mencoba 

mengatasi masalah, implementasinya dan 

dampaknya terhadap konflik antara HPL 

dan Hak Ulayat serta lingkungan masih 

menjadi subjek penelitian dan perdebatan 

lebih lanjut. Ini mencerminkan 

kompleksitas realitas lapangan dan 

beragamnya konteks lokal yang 

mempengaruhi pelaksanaan regulasi 

tersebut. 

 

Penekanan pada Hubungan HPL 

dan Hak Ulayat 

Secara umum, peneliti menyoroti 

pentingnya memahami hubungan antara 

HPL dan Hak Ulayat dalam konteks 

kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, 

dan hak-hak masyarakat adat. Adanya 

upaya untuk memahami konflik ini dan 

mengatur ulang hubungan antara HPL 

dan Hak Ulayat melalui PP 18/2021 

mencerminkan kebutuhan akan 

penanganan yang cermat dan terperinci 

dalam kerangka hukum. 

 

Kesimpulan dan Keterbatasan 

Penelitian 

Secara keseluruhan, penelitian kali  

ini menyoroti kompleksitas permasalahan 

hukum agraria di Indonesia, khususnya 

seputar HPL dan Hak Ulayat. Meskipun 

PP 18/2021 memberikan langkah-langkah 

konstruktif, penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk memahami bagaimana 

regulasi ini diterapkan dan dampaknya 

terhadap masyarakat adat dan 

lingkungan. Keterbatasan penelitian ini 

mencakup kerumitan dinamika sosial, 

hukum, dan lingkungan yang sulit 

dipahami sepenuhnya melalui kerangka 

analisis tertulis. 

Penelitian ini membahas 

kompleksitas konflik antara Hak 

Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat 

di Indonesia, terutama dalam konteks 

hukum agraria dan kepemilikan tanah. 

Sebelumnya, serangkaian regulasi 

memengaruhi HPL dan Hak Ulayat, 

menciptakan kerumitan dalam 

implementasinya. HPL, yang mengatur 

hak pemanfaatan tanah, sering terkait 

dengan perusahaan swasta yang 

berorientasi ekonomi, seperti pertanian, 

perkebunan, atau proyek investasi. Di sisi 

lain, Hak Ulayat, hak tradisional 

masyarakat adat, diatur oleh adat dan 

sistem hukum tradisional, sering 

bertentangan dengan HPL. 

Dominasi perusahaan swasta 

pemegang HPL sering kali menyebabkan 

masyarakat adat kehilangan akses dan 

kendali atas tanah dan sumber daya alam 

mereka. Hal ini menciptakan konflik, 

terutama saat perusahaan tersebut 

memanfaatkan tanah yang juga menjadi 

klaim Hak Ulayat oleh masyarakat adat. 

Dengan diberlakukannya PP 18/2021, 

upaya dilakukan untuk menyusun 

kerangka hukum yang lebih jelas 

mengenai HPL dan Hak Ulayat serta 

memadukan kedua konsep tersebut. 

Meskipun PP 18/2021 berusaha 

memberikan panduan rinci mengenai 

pengelolaan lahan dan mengatasi konflik, 

implementasinya masih menjadi subjek 
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penelitian dan perdebatan. Kerangka 

hukum sebelum PP 18/2021 menciptakan 

ketidakpastian hukum dan konflik terkait 

kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, 

dan hak masyarakat adat. Upaya untuk 

memahami dan mengatasi konflik 

tersebut serta mengatur ulang hubungan 

antara HPL dan Hak Ulayat menyoroti 

kompleksitas realitas lapangan. 

Implikasi dari konflik antara HPL 

dan Hak Ulayat terlihat dalam tiga aspek 

kunci: sosial, hukum, dan lingkungan. 

Konflik ini merugikan masyarakat adat 

yang kehilangan akses ke tanah dan 

sumber daya alam tradisional mereka. 

Implikasi hukum melibatkan 

kompleksitas tumpang tindih antara 

regulasi formal dan adat, sedangkan 

dampak lingkungan mencakup potensi 

gangguan terhadap sistem pengelolaan 

sumber daya alam berkelanjutan yang 

diterapkan oleh masyarakat adat. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, 

ditemukan temuan signifikan terkait 

konflik antara Hak Pengelolaan Lahan 

(HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia, 

khususnya sejak diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021 (PP 18/2021). Konflik ini muncul 

akibat perbedaan pandangan dan 

kepentingan antara pemegang HPL, yang 

umumnya berasal dari sektor swasta, dan 

masyarakat lokal yang mengklaim Hak 

Ulayat. Sebelum adanya PP 18/2021, 

kerangka hukum yang mengatur HPL dan 

Hak Ulayat menciptakan ketidakpastian 

hukum, yang kemudian memperumit 

konflik tersebut. 

Meskipun PP 18/2021 diharapkan 

dapat menyusun kerangka hukum yang 

lebih jelas, implementasinya dan 

konsistensinya dengan sistem hukum adat 

masih menjadi fokus penelitian dan 

sumber perdebatan yang berkepanjangan. 

Dampak dari konflik ini sangat serius, 

mencakup aspek sosial, hukum, dan 

lingkungan. Masyarakat adat, sebagai 

pihak yang terdampak secara langsung, 

mengalami kehilangan akses dan rentan 

secara sosial. Implikasi hukum 

melibatkan ketidakpastian kepemilikan 

tanah dan sumber daya alam, sementara 

dampak pada lingkungan mencakup 

ancaman terhadap keberlanjutan 

ekosistem. 

Dalam konteks ini, penelitian 

menyoroti pentingnya mengadopsi 

pendekatan holistik untuk menyelesaikan 

konflik ini. Pendekatan ini harus 

mempertimbangkan hak-hak semua pihak 

yang terlibat, perlindungan masyarakat 

adat, dan keberlanjutan lingkungan. 

Pemahaman mendalam terhadap isu-isu 

ini menjadi kunci untuk merumuskan 

solusi yang adil dan berkelanjutan, 

dengan memperhatikan konteks spesifik 

dari setiap kasus konflik tanah. 

Sebagai kesimpulan, penelitian ini 

memberikan kontribusi penting dalam 

merinci kompleksitas dan urgensi isu-isu 

terkait konflik HPL dan Hak Ulayat di 

Indonesia. Saran untuk penelitian 

mendatang adalah terus mendorong 

dialog lintas sektor dan memperkuat kerja 

sama antara pemerintah, pemegang HPL, 

dan masyarakat adat guna mencapai 

kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. 

Implikasi dari penelitian ini memberikan 

landasan untuk perbaikan kebijakan dan 

praktik-praktik terkait untuk mencapai 

keseimbangan antara pembangunan 

ekonomi, keadilan sosial, dan 

keberlanjutan lingkungan. 

 

Saran 

Untuk mengatasi kompleksitas 

konflik antara Hak Pengelolaan Lahan 

(HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia, 

sejumlah saran dapat diajukan. Pertama, 

diperlukan penguatan komunikasi dan 

dialog terbuka antara pemerintah, 

pemegang HPL, dan masyarakat adat 

untuk menciptakan kesepahaman 
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bersama. Kedua, pentingnya mendukung 

implementasi PP 18/2021 dengan 

memastikan kepatuhan terhadap 

kebutuhan masyarakat adat dan 

pemantauan yang cermat terhadap 

pelaksanaan peraturan tersebut. Ketiga, 

melibatkan pihak ketiga yang netral 

sebagai mediator dalam penyelesaian 

konflik untuk menghindari bias. Keempat, 

perlu dikembangkan program 

pemberdayaan masyarakat adat dalam hal 

keahlian hukum dan pengelolaan sumber 

daya alam. Kelima, diperlukan studi 

lanjutan yang berkelanjutan untuk 

memantau dampak implementasi 

kebijakan dan mengevaluasi 

efektivitasnya. Keenam, mendorong 

kerjasama lintas sektor antara 

pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil 

untuk menciptakan solusi berkelanjutan. 

Ketujuh, meningkatkan pemahaman 

masyarakat, khususnya masyarakat adat, 

tentang hak-hak mereka melalui edukasi 

dan kesadaran hukum. Dengan 

mengadopsi saran-saran ini, diharapkan 

konflik antara HPL dan Hak Ulayat dapat 

diminimalkan, dan solusi yang adil serta 

berkelanjutan dapat ditemukan untuk 

mendukung pembangunan yang 

seimbang di Indonesia. 
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